


















































 

b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai dengan 
rekomendasi tindak lanjut. 

(2) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan 
tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  
a, rekomendasi dapat berupa: 

a. pemulihan nama baik Terlapor; 
b. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan 

dan/atau pekerjaan bagi Terlapor; dan/atau 
c. pemulihan psikis Terlapor. 

(3) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan 

terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
rekomendasi dapat berupa: 
a. sanksi administratif yang akan diberikan; 

b. pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan 
Korban atau Saksi; 

c. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan 
dan/atau pekerjaan bagi Korban; 

d. tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti 

program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan 
Tugas; dan/atau 

e. pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan. 

(4) Rekomendasi berupa program konseling pada lembaga 
yang ditunjuk Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf d diberikan bagi Pelaku yang mendapatkan 
rekomendasi sanksi administratif ringan dan sedang. 
 

Pasal 65 
(1) Dalam menyusun rekomendasi sanksi administratif 

terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
64 ayat (3) huruf a, Satuan Tugas mempertimbangkan hal 
yang meringankan atau hal yang memberatkan. 

(2) Hal yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yaitu: 
a. Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang 

ringan dan/atau dampak psikis yang ringan; 
b. Korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa 

tekanan dari siapapun; 
c. Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas 

kondisi Korban; 

d. Pelaku merupakan Warga Kampus penyandang 
disabilitas; dan/atau 

e. Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) yaitu: 
a. Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang 

sedang atau berat; 

b. Korban meninggal dunia; 
c. Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 

1 (satu) kali; 
d. jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang; 
e. Korban merupakan penyandang disabilitas; 

f. Korban berusia anak; dan/atau 
g. Pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Rektor, 

Dosen, atau Tenaga Kependidikan. 
 





 

b. sanksi administratif tingkat sedang; dan 
c. sanksi administratif tingkat berat. 

 
Pasal 70 

(1) Pengenaan sanksi administratif bagi Dosen dan Tenaga 

Kependidikan aparatur sipil negara Pelaku Kekerasan 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(2) Pengenaan sanksi administratif bagi Dosen dan Tenaga 

Kependidikan non aparatur sipil negara Pelaku Kekerasan 

dilakukan oleh Rektor. 
(3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Dosen dan Tenaga 

Kependidikan non aparatur sipil negara Pelaku Kekerasan 

berupa: 
a. teguran tertulis; atau 

b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari 
Pelaku kepada Korban. 

(4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Dosen dan 

Tenaga Kependidikan non aparatur sipil negara Pelaku 
Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik 
Dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional Tenaga 

Kependidikan selama 12 (dua belas) bulan. 
(5) Sanksi administratif tingkat berat bagi Dosen dan Tenaga 

Kependidikan non aparatur sipil negara Pelaku Kekerasan 
berupa pemberhentian tetap sebagai Dosen dan Tenaga 
Kependidikan. 

(6) Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan 
merupakan sanksi tingkat berat, Rektor mengajukan 

permohonan penonaktifan nomor unik pendidik dan 
Tenaga Kependidikan melalui sistem informasi yang 
dikelola Kementerian. 

 
Pasal 71 

(1) Pengenaan sanksi bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan 

dilakukan oleh Rektor. 
(2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi mahasiswa Pelaku 

Kekerasan berupa: 
a. teguran tertulis; atau 
b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari 

Pelaku kepada Korban. 
(3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi mahasiswa 

Pelaku Kekerasan berupa: 
a. penundaan mengikuti perkuliahan; 
b. pencabutan beasiswa; atau 

c. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Sanksi administratif tingkat berat bagi mahasiswa Pelaku 

Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai 
mahasiswa. 

 
Pasal 72 

(1) Pengenaan sanksi bagi Mitra UNNES Pelaku Kekerasan 

dilakukan oleh Rektor. 
(2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mitra UNNES 

Pelaku Kekerasan berupa: 
a. teguran tertulis; atau 












